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Rencana Strategis Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 
 
BAB I PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
 
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nusa Penida merupakan dokumen 
perencanaan strategis yang merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan, dan strategi yang dituangkan ke dalam tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Nusa Penida. Penyusunan Renstra Kecamatan Nusa Penida tahun  2025 - 2029 berpedoman pada Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, serta memerintahkan seluruh 
Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 20252029 yang akan digunakan oleh Bupati sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Renstra ini merupakan pedoman bagi Kecamatan Nusa Penida dalam menyusun Renja Kecamatan Nusa Penida Tahun 2025 hingga Tahun 2029 serta menjadi instrumen bagi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaannya. 
 
Keterkaitan penyusunan Renstra Kecamatan Nusa Penida dengan RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini : 
[image: ]
 
 
Gambar 1.1. Keterkaitan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. 
 
Proses penyusunan Renstra Kecamatan Nusa Penida Tahun 2025–2029 dilakukan melalui tahapan dan tata cara persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah dan forum konsultasi publik, perumusan rancangan akhir, fasilitasi rancangan akhir rencana pembangunan daerah dan penetapan, tahap penyusunan ranwal Renstra dilaksanakan bersamaan dengan penysunan Ranwal RPJMD mencakup analisis terhadap gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Nusa Penida berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam ranwal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dansasaran serta target kinerja Perangkat Daerah serta perumusan rencana program, kegiatan, indikaotr kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Nusa Penidaserta program dan pagu indikatif RPJMD. Tahap rancangan Renstra adalah merupakan tahap penyempurnaan ranwal Renstra untuk selanjutnya dibahas dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, yang hasilnya dirumuskan dalam berita acara. 
 
Tahap perumusan rancangan akhir Renstra adalah proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir ini bertujuan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah RPJMD.Terakhir dilaksanakan tahapan penetapan Perubahan Renstra yang dimulai dari penyampaian Rancangan Akhir Renstra kepada Kepala Baperlitbang Kabupaten Klungkung untuk diverifikasi selambatnya 1 minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Setelah diverifikasi Baperlitbang menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati Klungkung melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Penetapan Renstra Perangkat Daerah paling lambat 1 bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan 
 
1.2. Landasan Hukum 
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Nusa PenidaTahun 2025-2029, sebagai berikut : 
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 
4. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7015); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4871); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136); 
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7); 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447); 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal; 
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; 
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4); 
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2); 
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5): 
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
	Klungkung 	Nomor 	3) 	NOREG 	PERATURAN 	DAERAH 	KABUPATEN 
KLUNGKUNG, PROVINSI BALI: (3, 43 / 2025); 
19. Surat Edaran Bupati Klungkung Nomor : 000.7.2.2/305/Bappeda/6/2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029. 
 
 
1.3. Maksud dan Tujuan 
Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nusa Penida Tahun 2025-2029 adalah: 
1. Menjabarkan RPJM Daerah Kabupaten Klungkung sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Nusa Penida, 
2. Memberikan pedoman bagi perangkat Kecamatan Nusa Penida dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. 
Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nusa Penida Tahun 2025-2029 adalah : 
1. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun (2025- 2029), 
2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Nusa Penida selama periode Renstra, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah, 
3. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua Stake Holders (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Nusa Penida. 
 
1.4. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Nusa Penida, disusun dalam 5 (lima) bab sesuai Surat Edaran Nomor : 000.7.2.2/305/Bappeda/6/2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) tahun 2025-2029, sebagai berikut : 
	BAB I  
	PENDAHULUAN 
Memuat Latar Belakang, Landasan hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan. 

	BAB II 
	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 
II.1 Memaparkan tentang gambaran pelayanan perangkat daerah yang memuat : tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah serta kelompok sasaran layanan. 
II.2 	Memaparkan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah yang memuat : 
Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah serta isu strategis. 

	BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 


	III.1 	Memuat Tujuan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029; 
	III.2 	Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029; 
III.3 	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan 
III.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGA- RAAN BIDANG URUSAN 
	IV.1 	Memuat uraian Program; 
	IV.2 	Uraian Kegiatan; 
	IV.3 	Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indicator, target dan pagu indikatif; 
IV.4 	Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; 
	IV.5 	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 
2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan IV.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 
BAB V  PENUTUP 
Berisi ringkasan singkat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
 
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 
Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. 
Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
Susunan organisasi Kecamatan Nusa Penidaterdiri dari : 
a. Camat; 
b. Sekretaris Kecamatan, yang membawahkan: 
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan. 
c. Seksi Tata Pemerintahan; 
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 
f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 
g. Seksi Sosial Budaya; dan 
h. Jabatan Fungsional 
 
Penjabaran uraian tugas dan fungsi Kecamatan Nusa Penida berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut: 
1. Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, membina penyelenggaraan pemerintah desa dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa serta melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan mengoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di wilayah Kecamatan Nusa Penida. Camat mempunyai fungsi : 
a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum; 
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati; 
e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh 
Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan Nusa Penida; 
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; 
h. pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Nusa Penida; 
i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Nusa Penida; 
j. pengoordinasian penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di wilayah 
Kecamatan Nusa Penida; 
k. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya atau belum dapat dilaksanakan pemerintah desa di wilayahnya; 
l. pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati; dan 
m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan. 
2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu camat  menyelenggarakan,  mengoordinasikan  dan  mengendalikan kegiatan kesekretariatan meliputi bidang kerumahtanggaan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tata usaha, reformasi birokrasi, perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan Nusa Penida. 
    Sekretaris Kecamatan melaksanakan fungsi : 
a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di bidang kerumahtanggaan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tata usaha, reformasi birokrasi, perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada 
Kecamatan Nusa Penida; 
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi di bidang kerumahtanggaan pengelolaan informasi manajemen  sumber  daya  aparatur,  tata  usaha,  reformasi  birokrasi,perencanaan, keuangan  dan  pengelolaan  barang  milik  daerah  pada Kecamatan Nusa Penida; 
c. Pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan  tugas  administrasi  di  bidang kerumahtanggaan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tata usaha, reformasi birokrasi, perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan Nusa Penida; dan 
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan Kecamatan Nusa Penida. 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi : 
a. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan pada Kecamatan Nusa Penida; 
b. pengelolaan data/informasi publik pada Kecamatan Nusa Penidan; 
c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan pada Kecamatan Nusa Penidan; 
d. penyiapan   bahan   pelaksanaan,   pemantauan   dan   evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada KecamatanNusa Penida; 
e. pelaksanaan    kegiatan    hubungan    masyarakat    (humas)    pada Kecamatan 
Nusa Penida; 
f. pelaksanaan  manajemen  sumber  daya  aparatur  pada  Kecamatan Nusa Penida; dan 
g. pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan 
2.2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyiapkan dan melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengelolaan keuangan dan penatausahaan barang milik daerah pada Kecamatan Nusa Penida. 
Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas : 
a. pelaksanaan  pengelolaan  data/informasi  kinerja  Kecamatan Nusa Penida; 
b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan penganggaran pada Kecamatan 
Nusa Penida; 
c. pelaksanaan    pemantauan,    pengendalian    dan    evaluasi    hasil pelaksanaan dokumen perencanaan penganggaran pada Kecamatan Nusa Penida; 
d. pelaksanaan pengelolaan anggaran pada Kecamatan Nusa Penida; 
e. pelaksanaan  pengelolaan  perbendaharaan  pada  Kecamatan Nusa Penidan; 
f. pelaksanaan  verifikasi  dan  akuntansi  keuangan  pada  Kecamatan Nusa Penidan; 
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan pada 
Kecamatan Nusa Penida; dan 
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
 	 
3. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan administrasi terpadu tingkat Kecamatan dan pembinaan administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Nusa Penida. 
Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilihan legislatif,   pemilihan   presiden,   pemilihan   kepala   daerah,   pemilihan perbekel) dan seleksi perangkat desa di tingkat Kecamatan; 
b. pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa; 
c. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu (PATEN) tentang pelayanan perijinan dan non perijinan; 
d. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat 
Kecamatan dengan instansi vertikal; 
e. fasilitasi penyelenggaran kegiatan perangkat daerah di tingkat Kecamatan pada bidang tata pemerintahan; 
f. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu tingkat Kecamatan, pembinaan administrasi pemerintahan desa dan penyelenggaran urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan; dan 
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan. 
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melaksanakan dan mengoordinasian penyusunan rencana, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi hasil penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi : 
a. pengoordinasian  penyelenggaraan  penegakan  perda/perbub  di  wilayah Kecamatan; 
b. pelaksanaan pemetaan potensi dan fasilitasi penanganan kerawanan sosial di tingkat 
Kecamatan; 
c. pelaksanaan fasilitasi  tugas-tugas forum komunikasi pimpinan di tingkat Kecamatan; 
d. pelaksanaan fasilitasi keharmonisan antar umat beragama; 
e. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan penyelenggaran urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan dengan instansi vertikal; 
f. fasilitasi penyelenggaran kegiatan perangkat daerah di tingkat Kecamatan pada bidang ketentraman dan ketertiban umum dan penyelenggaran urusan pemerintahan umum; 
g. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penyelenggaran urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan; dan 
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan melaksanakan tugas yang wewenangnya dilimpahkan kepada camat di bidang pemberdayaan masyarakat. 
Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi : 
a. pengoordinasian perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa; 
b. pengelolaan data/informasi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa 
Kecamatan Nusa Penida; 
c. pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa; 
d. pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan; 
e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan; 
f. pengoordinasian  dan  fasilitasi  penyelenggaraan  bidang  pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan dengan instansi vertikal; 
g. fasilitasi penyelenggaran kegiatan perangkat daerah di tingkat Kecamatan bidang pemberdayaan masyarakat; 
h. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di tingkat 
Kecamatan; dan 
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan. 
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melaksanakan pengooordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur kewilayahan dan perekonomian di wilayah Kecamatan Nusa Penida. 
Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi : 
a. fasilitasi pelaksanaan musrenbang di tingkat Kecamatan; 
b. pembinaan dan fasilitasi penyusunan profil desa/kelurahan; 
c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah 
Kecamatan; 
d. pelaksanaan pengelolaan data perekonomian dan pembangunan di tingkat Kecamatan; 
e. pengoordinasian       dan     fasilitasi     penyelenggaraan      perekonomian      dan pembangunan dengan    instansi   vertikal; 
f. pelaksanaan     tugas     di   bidang     perekonomian     dan    pembangunan     yang kewenangannya   dilimpahkan   Bupati   kepada    Camat; 
g. fasilitasi     penyelenggaraan       kegiatan      perangkat      daerah       di     bidang pembangunan dan  perekonomian; 
h. pelaksanaan      evaluasi     penyelenggaraan      kegiatan     perekonomian      dan pembangunan di wilayah  Kecamatan   Dawan;   dan 
i. pelaksanaan tugas   kedinasan  lainnya   yang  diberikan  oleh  atasan   sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan. 
7. Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok membantu camat dalam mengoordinasikan  dan  memfasilitasi pelaksanaan  kegiatan sosial  budaya   di wilayah Kecamatan Nusa Penida. 
Seksi Sosial Budaya mempunyai fungsi : 
a. pengoordinasian dan  fasilitasi penyelenggaraan  bantuan  sosial  di tingkat Kecamatan; 
b. pembinaan dan memfasilitasi kegiatan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan  dan  olahraga di tingkat  Kecamatan; 
c. penyelenggaraan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan daerah di tingkat  
Kecamatan; 
d. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan bidang sosial dan budaya di tingkat  
Kecamatan dengan instansi vertikal; 
e. pelaksanaan pengelolaan data/informasi bidang sosial dan budaya Kecamatan Nusa Penida; 
f. fasilitasi penyelenggaran kegiatan perangkat daerah di tingkat Kecamatan bidang  sosial  dan  budaya; 
g. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan bidang sosial dan budaya di tingkat kecamatan; dan 
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan  perundang-undangan. 
 	 
Gambar 2.1.1 
Struktur Organisasi Kecamatan Nusa Penida
 
Sumber  : Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021
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2.1.2 Sumber Daya OPD 
Sumber daya manusia merupakan sumber daya penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Nusa PenidaKabupaten Klungkung. Kualitas SDM sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tugas. Adapun gambaran SDM pada Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung per 1 Januari 2025 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini 
 
Tabel 2.1 
SDM Kecamatan Nusa Penidaberdasarkan Gol. Ruang dan Pendidikan Tahun 2025 
	No 
	
	Usia 
	Jenis Kelamin 
	Golongan Ruang 
	Pendidikan 
	

	
	
	
	L 
	P 
	Jml 
	II 
	III 
	IV 
	Jml 
	SD 
	SMA 
	Diploma 
/ S1 
	S2 
	Jml 

	PNS 
	
	
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1 
	20 
	- 30 
	      -    
	 	       
1    
	       1   
	       -    
	       1    
	       -    
	       1  
	       -    
	       -    
	         1    
	 	       
-    
	      1    

	2 
	31 
	- 40 
	0 
	0 
	0
	
0
	0
	0 
	0
	       -    
	       -    
	0
	0
	0

	3 
	41 
	- 50 
	5 
	5
	10
	       -    
	9
	1 
	10
	       -    
	3
	6
	1
	10

	4 
	51 
	- 60 
	7 
	2 
	9 
	5 
	3
	1
	9 
	       -    
	5 
	3 
	1 
	9 

	
	
	Jumlah 
	12 
	8
	20 
	5 
	13 
	2
	20
	       -    
	8
	10
	2
	20

	TENA
	GA HA
	RIAN 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1 
	20 
	- 30 
	      -    
	 	       
-    
	       -    
	       -    
	       -    
	       -    
	       -    
	       -    
	       -    
	         -    
	 	       
-    
	      -    

	2 
	31 
	- 40 
	        
-    
	       -    
	       -    
	       -    
	       -    
	       -    
	       -    
	       -    
	       -    
	         -    
	 	       
-    
	- 

	3 
	41 
	- 50 
	-
	-
	-
	       -    
	       -    
	       -    
	       -    
	       -    
	-
	-
	-
	-

	4 
	51 
	- 60 
	- 
	-
	-
	       -    
	       -    
	       -    
	       -    
	       -    
	       -    
	-
	-
	-

	
	
	Jumlah 
	-
	-
	-
	       -    
	       -    
	       -    
	       -    
	       -    
	-
	-
	-
	- 

	TENA
	GA KO
	NTRAK 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	1 
	20 
	- 30 
	0 
	1
	1
	       -    
	       -    
	       -    
	       -    
	       -    
	1
	1 
	       -    
	1

	2 
	31 
	- 40 
	3 
	1
	4
	2
	2
	4
	       -    
	       -    
	2 
	2 
	       -    
	4

	3 
	41 
	- 50 
	- 
	-
	-
	       -    
	       -    
	       -    
	       -    
	       -    
	-
	-
	-
	-

	4 
	51 
	- 60 
	      -    
	 	       
-    
	       -    
	       -    
	       -    
	       -    
	       -    
	       -    
	       -    
	         -    
	 	       
-    
	      -    

	Jumlah 
	3 
	2 
	4
	2
	2
	4
	       -    
	       -    
	3
	3
	       -    
	5

	TOTAL Jumlah 
	15 
	10 
	24 
	7
	15
	     6
	20 
	0 
	11 
	13 
	2
	25


 Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Nusa Penida Kab. Klungkung 2025 
 
 	 
SDM Kecamatan Nusa Penida berdasarkan tabel di atas memiliki kualitas pendidikan yang cukup baik dan didominasi oleh perguruan tinggi. Dilihat dari umur, terlihat SDM didominasi tenaga produktif usia antara 31 tahun sampai dengan 50 tahun. 
Sedangkan perbandingan jumlah jabatan dengan jumlah pejabat struktural adalah sebagaimana tabel di bawah ini. 
Tabel 2.2 
Perbandingan Jumlah Jabatan Struktural dengan Pejabat Struktural  
Pada Kecamatan Nusa PenidaTahun 2025 
 
	No 
	Eselon 
	Jumlah 
	Yang Ada 
	Belum Terisi 

	1 
	Eselon III a 
	1 
	1 
	0 

	2 
	Eselon III b 
	1 
	1 
	0 

	3 
	Eselon IV a 
	7 
	5 
	2 

	4 
	Eselon IV b 
	0 
	0
	0 


          Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Nusa Penida Kab. Klungkung 2025 
 
 
Sedangkan distribusi SDM menurut unit kerja di Kecamatan Nusa Penida adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. 
 
Tabel 2.3 
Distribusi SDM Kecamatan Nusa Penida Tahun 2025 
	Gol / 
Ruang 
	Sekretariat 
	Seksi 
Tatapem 
	Seksi PMD 
	Seksi Trantib 
	Seksi 
Ekbang 
	Seksi 
Sosbud 
	TOTAL
 


	
	L 
	P 
	L 
	P 
	L 
	P 
	L 
	P 
	L 
	P 
	L 
	P 
	

	IV / a 
	1 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	1

	III / d 
	3
	2
	- 
	-
	1 
	- 
	-
	- 
	1
	- 
	-
	2
	10 

	III / c 
	- 
	1 
	1 
	- 
	1 
	- 
	1 
	- 
	- 
	-
	- 
	- 
	4

	III / b 
	1
	1
	- 
	- 
	- 
	- 
	-
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	2 

	III / a 
	1 
	-
	- 
	1
	- 
	- 
	- 
	- 
	-
	- 
	- 
	- 
	2

	II / d 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	II / c 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	          -   

	II / b 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	          -   

	II / a 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	          -   

	PNS 
	6 
	4 
	1 
	1 
	2 
	- 
	1
	-    
	1 
	- 
	-
	2    
	18

	PPPK
	3
	2
	1
	- 
	- 
	1
	1
	- 
	1 
	- 
	1
	- 
	10

	Kontrak 
	1
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	1

	TOTAL 
	10 
	6
	2 
	1 
	2 
	1 
	2 
	-    
	2 
	-
	1 
	2
	29 



Sumber : Data Kepegawaian  Kecamatan Nusa Penida Kab. Klungkung 2025 
 
 	 
Sedangkan menurut agama unit kerja di Kecamatan Nusa Penidaadalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. 
 
Tabel 2.4 
Rekapitulasi Menurut Agama di Kecamatan Nusa PenidaTahun 2025 
 
	 
NO 
	 
SUB UNIT 
	
	
	AGAMA 
	
	 
JUMLAH 

	
	
	HINDU 
	ISLAM 
	KRISTEN 
	BUDHA 
	

	
	
	
	
	PROTESTAN 
	KATOLIK 
	
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	1 
	Kecamatan Nusa Penida
	24 
	1
	0 
	0 
	0 
	25

	
	JUMLAH 
	24
	1 
	0 
	0 
	0 
	25


    Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Nusa Penida Kab. Klungkung 2025 
 
 
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 
Kecamatan Nusa Penida sebagai perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan kewilayahan fokus pada upaya meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditunjang oleh penyediaan data, pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang berkualitas.  
Tingkat capaian kualitas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan OPD Kecamatan Nusa Penida berdasarkan sasaran/ target Renstra OPD serta anggaran dan realisasi pendanaan pada Kecamatan Nusa Penida periode sebelumnya yaitu tahun anggaran 2025-2029 tertera pada tabel T-C.23 dan tabel T-C.24 berikut ini: 
 
 

Tabel C-23 
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Nusa PenidaKabupaten Klungkung 
	NO 
	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 
	Target NSPK 
	Target IKK 
	Target 
Indikator 
Lainnya 
	Target Renstra Perangkat Daerah 
Tahun ke- 
	Realisasi Capaian Tahun ke- 
	Rasio Capaian Pada Tahun ke- 

	
	
	
	
	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	(1) 
	(2) 
	(3) 
	(4) 
	(5) 
	(6) 
	(7) 
	(8) 
	(9) 
	(10) 
	(11) 
	(12) 
	(13) 
	(14) 
	(15) 
	(16) 
	(17) 
	(18) 
	(19) 
	(20) 

	  
	
	KECAMATAN NUSA PENIDA
	

	7.01.01  
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  
	  
	  
	  
	21 
	70 
	70 
	71 
	72 
	70,67 
	  
	  
	  
	  
	336,52 
	  
	  
	  
	  

	7.01.01.2.01  
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah  
	  
	  
	  
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	 71,77 
	  
	  
	  
	  
	 71,77 
	  
	  
	  
	  

	7.01.01.2.01.01 
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
	  
	  
	  
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9
	  
	  
	  
	  
	22,22 
	  
	  
	  
	  

	7.01.01.2.01.07 
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
	  
	  
	  
	30 
	30 
	30 
	30 
	30 
	13 
	  
	  
	  
	  
	43,33 
	  
	  
	  
	  

	7.01.01.2.02 
	Persentase Laporan Keuangan dan Aset Tersusun Tepat Waktu 
	  
	  
	  
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	61,54 
	  
	  
	  
	  
	61,54 
	  
	  
	  
	  

	7.01.01.2.02.01 
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)  
	  
	  
	  
	16 
	26 
	26 
	26 
	26 
	16 
	  
	  
	  
	  
	100 
	  
	  
	  
	  

	7.01.01.2.02.07 
	Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulan/Semesteran 
SKPD  
	  
	  
	  
	13 
	13 
	13 
	13 
	13 
	13
	  
	  
	  
	  
	53,85 
	  
	  
	  
	  

	7.01.01.2.05 
	IP ASN Perangkat Daerah 
	  
	  
	  
	95 
	95 
	95 
	95 
	95 
	100 
	  
	  
	  
	  
	105,26 
	  
	  
	  
	  



	7.01.01.2.05.03 
	Jumlah Dokumen Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 
	  
	  
	  
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	  
	  
	  
	  
	50 
	  
	  
	  
	  

	7.01.01.2.06 
	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah  
	  
	  
	  
	75 
	80 
	80 
	85 
	85 
	81,94 
	  
	  
	  
	  
	109,25 
	  
	  
	  
	  

	7.01.01.2.06.02 
	Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 
	  
	  
	  
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	  
	  
	  
	  
	100,00 
	  
	  
	  
	  

	7.01.01.2.06.10 
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 
	  
	  
	  
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	  
	  
	  
	  
	50 
	  
	  
	  
	  

	7.01.02  
	Indeks Kepuasan Masyarakat  
	  
	  
	  
	88,36 
	90 
	90 
	90 
	90 
	99,90 
	  
	  
	  
	  
	113,06 
	  
	  
	  
	  

	7.01.02.2.01 
	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan 
	  
	  
	  
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	50 
	  
	  
	  
	  
	50 
	  
	  
	  
	  

	7.01.02.2.01.01 
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 
Perencanaan dan Pelaksanaan 
Kegiatan Pemerintahan dengan 
Perangkat Daerah dan Instansi 
Vertikal Terkait 
	  
	  
	  
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12
	  
	  
	  
	  
	50 
	  
	  
	  
	  

	7.01.02.2.01.02 
	Jumlah Dokumen Peningkatan 
Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 
	  
	  
	  
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12
	  
	  
	  
	  
	50 
	  
	  
	  
	  

	7.01.02.2.03 
	Persentase Perencanaan dan 
Pelaksanaan Kegiatan Perangkat 
Daerah/Instansi Vertikal Bidang 
Ekonomi dan Pembangunan Yang 
Terfasilitasi terlaksana dengan baik 
	  
	  
	  
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	  
	  
	  
	  
	50 
	  
	  
	  
	  



	7.01.02.2.03.01 
	Jumlah Dokumen 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah dan/atau Instansi 
Vertikal yang Terkait dalam 
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 
Pelayanan Umum 
	  
	  
	  
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12
	  
	  
	  
	  
	50 
	  
	  
	  
	  

	7.01.02.2.04 
	Persentase terpenuhinya Pelayanan Perijinan 
	  
	  
	  
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	  
	  
	  
	  
	100 
	  
	  
	  
	  

	7.01.02.2.04.01 
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 
	  
	  
	  
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	612
	  
	  
	  
	  
	50 
	  
	  
	  
	  

	07.01.03 
	Jumlah Desa dengan Klasifikasi Desa Mandiri 
	  
	  
	  
	12 
	16
	16
	16
	16
	16
	  
	  
	  
	  
	100
	  
	  
	  
	  

	7.01.03.2.01 
	Persentase layanan kegiatan pemberdayaan yang terlaksana 
	  
	  
	  
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100
	
	  
	  
	  
	100
	  
	  
	  
	  

	7.01.03.2.01.03 
	Jumlah Laporan Peningkatan 
Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat di Wilayah Kecamatan  
	  
	  
	  
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	6 
	  
	  
	  
	  
	50 
	  
	  
	  
	  

	07.01.04 
	Persentase Pelanggaran 
Perda/Perbup yang ditangani 
	  
	  
	  
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	  
	  
	  
	  
	100 
	  
	  
	  
	  

	7.01.04.2.01 
	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya ketentraman dan ketertiban umum 
	  
	  
	  
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	50 
	  
	  
	  
	  
	50 
	  
	  
	  
	  

	7.01.04.2.01.02 
	Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Harmonisasi Hubungan dengan 
Tokoh Agama dan Tokoh 
Masyarakat 
	  
	  
	  
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	6 
	  
	  
	  
	  
	50 
	  
	  
	  
	  

	7.01.04.2.02 
	Jumlah pelanggaran perda/perbup 
	  
	  
	  
	150 
	150 
	100 
	100 
	100 
	133 
	  
	  
	  
	  
	100
	  
	  
	  
	  

	7.01.04.2.02.01 
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia 
	  
	  
	  
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	6 
	  
	  
	  
	  
	50 
	  
	  
	  
	  

	07.01.05 
	persentase terlaksananya tugas forkorpimcam (persen) 
	  
	  
	  
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	50 
	  
	  
	  
	  
	50 
	  
	  
	  
	  

	7.01.05.2.01 
	Persentase kerawanan sosial di kecamatan yang ditangani 
	  
	  
	  
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	50 
	  
	  
	  
	  
	50 
	  
	  
	  
	  

	7.01.05.2.01.08 
	Jumlah Dokumen Tugas Forum 
Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 
	  
	  
	  
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	2 
	  
	  
	  
	  
	50 
	  
	  
	  
	  

	07.01.06  
	Persentase Desa Tertib Administrasi 
	  
	  
	  
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	50 
	  
	  
	  
	  
	50 
	  
	  
	  
	  

	7.01.06.2.01  
	Persentase layanan pendampingan desa yang terlaksana 
	  
	  
	  
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	50 
	  
	  
	  
	  
	50 
	  
	  
	  
	  

	7.01.06.2.01.17 
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 
Pendampingan Desa di Wilayahnya 
	  
	  
	  
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12
	  
	  
	  
	  
	50 
	  
	  
	  
	  


Sumber : Renstra Kecamatan Nusa Penida2025-2029, CIK Juni 2025, Lap audit kearsipan Juni 2025, LHE Sakip 2025 Tabel T-C.24 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung 

	NO 
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 
	Anggaran Tahun ke- 
	Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
	Rasio Antara Realisasi Dengan Anggaran ke- 

	
	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	(1) 
	(2) 
	(6) 
	(7) 
	(8) 
	(9) 
	(10) 
	(11) 
	(12) 
	(13) 
	(14) 
	(15) 
	(16) 
	(17) 
	(18) 
	(19) 
	(20) 

	7.01 
	KECAMATAN Nusa Penida
	4.903.652.631,00  
	
	
	
	
	1.330.806.941,00
	  
	  
	  
	  
	 57,19  
	  
	  
	  
	  

	7.01.01  
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 
	4.903.652.631,00  
	
	
	
	
	1.330.806.941,00
	  
	  
	  
	  
	 57,19  
	  
	  
	  
	  

	7.01.01.2.01  
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
	          
13.935.520,00 
	
	
	
	
	0
	  
	  
	  
	
	0
	  
	  
	  
	  

	7.01.01.2.01.01 
	Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 
	7.974,820,00 
	
	
	
	
	              
0
	  
	  
	  
	  
	0 
	  
	  
	  
	  

	7.01.01.2.01.07 
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
	          
5.960.700,00
	
	
	
	
	          
0
	  
	  
	  
	  
	0
	  
	  
	  
	  

	7.01.01.2.02 
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
	  
4.174.879,00  
	
	
	
	
	  
1.188.914.781,00 
	  
	  
	  
	  
	28,48
	  
	  
	  
	  

	7.01.01.2.02.01 
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
	  
4.166.001.484,00
	
	
	
	
	  
1.188.914.781,00
	  
	  
	  
	  
	28,54
	  
	  
	  
	  

	7.01.01.2.02.07 
	Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 
	          
8.877.700,00
	
	
	
	
	          
0
	  
	  
	  
	  
	0
	  
	  
	  
	  

	7.01.01.2.05 
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 
	      
135.254.678,00  
	
	
	
	
	      
77.219.816,00
	  
	  
	  
	  
	57,09
	  
	  
	  
	  

	7.01.01.2.05.03 
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 
	      
135.254.678,00 
	
	
	
	
	      
77.219.816,00
	  
	  
	  
	  
	57,09 
	  
	  
	  
	  

	7.01.01.2.06 
	Administrasi Umum Perangkat Daerah 
	      
31.399.880,00  
	
	
	
	
	        
0
	  
	  
	  
	  
	0
	  
	  
	  
	  

	7.01.01.2.06.02 
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
	      
4.577.400,00 
	
	
	
	
	        
0 
	  
	  
	  
	  
	0
	  
	  
	  
	  

	7.01.01.2.06.10 
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 
	          
3.322.480,00
	
	
	
	
	0
	 
  
	  
	  
	  
	0
	   
	  
	  
	  

	7.01.02  
	PROGRAM PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN 
PELAYANAN PUBLIK 
	      
130.305.160,00 
	
	
	
	
	          
0
	  
	  
	  
	  
	0
	  
	  
	  
	  

	7.01.02.2.01 
	Koordinasi Penyelenggaraan 
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 
	          
118.121.500,00
	
	
	
	
	          
0
	  
	  
	  
	  
	0
	  
	  
	  
	  

	7.01.02.2.01.01 
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat 
Daerah dan Instansi Vertikal 
Terkait 
	          
73.988.700,00
	
	
	
	
	          
0  
	  
	  
	  
	  
	0
	  
	  
	  
	  

	7.01.02.2.01.02 
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan 
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 
	              
44.132.800,00 
	
	
	
	
	              
0  
	  
	  
	  
	  
	0
	  
	  
	  
	  

	7.01.02.2.03 
	Koordinasi Pemeliharaan 
Prasarana dan Sarana Pelayanan 
Umum 
	      
7.498.960,00  
	
	
	
	
	              
0
	  
	  
	  
	  
	0
	  
	  
	  
	  

	7.01.02.2.03.01 
	Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 
	      
7.498.960,00  
	
	
	
	
	0
	  
	  
	  
	  
	0
	  
	  
	  
	  

	7.01.02.2.04 
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 
	          
4.684.700,00
	
	
	
	
	0
	  
	  
	  
	  
	0
	  
	  
	  
	  

	7.01.02.2.04.01 
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 
	          
4.684.700,00
	
	
	
	
	          
0 
	  
	  
	  
	  
	0
	  
	  
	  
	  

	07.01.03 
	PROGRAM PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 
	          
18.384.380,00
	
	
	
	
	0
	 
  
	  
	  
	  
	0
	   
	  
	  
	  

	7.01.03.2.01 
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 
	          
18.384.380,00
	
	
	
	
	0
	
	  
	  
	  
	0
	   
	  
	  
	  

	7.01.03.2.01.03 
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan 
	          
18.384.380,00
	
	
	
	
	0
	 
  
	  
	  
	  
	0
	   
	  
	  
	  


 
	07.01.04 
	PROGRAM KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 
	          
9.602.020,00  
	
	
	
	
	          
0 
	  
	  
	  
	  
	0
	  
	  
	  
	  

	7.01.04.2.01 
	Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 
	          
9.602.020,00 
	
	
	
	
	0
	  
	  
	  
	  
	0
	  
	  
	  
	  

	7.01.04.2.01.02 
	Harmonisasi Hubungan dengan 
Tokoh Agama dan Tokoh 
Masyarakat 
	          
9.602.020,00
	
	
	
	
	0
	  
	  
	  
	  
	0
	  
	  
	  
	  

	7.01.04.2.02 
	Koordinasi Penerapan dan 
Penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah 
	          
4.248.460,00 
	
	
	
	
	              
0
	  
	  
	  
	  
	0
	  
	  
	  
	  

	7.01.04.2.02.01 
	Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas dan 
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 
Republik Indonesia 
	          
4.248.460,00 
	
	
	
	
	0
	  
	  
	  
	  
	0
	  
	  
	  
	  

	07.01.05 
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 
	              
5.372.220,00
	
	
	
	
	0
	  
	  
	  
	  
	0
	  
	  
	  
	  

	7.01.05.2.01 
	Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum Sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 
	              
5.372.220,00
	
	
	
	
	0
	  
	  
	  
	  
	0
	  
	  
	  
	  

	7.01.05.2.01.08 
	Pelaksanaan Tugas Forum 
Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 
	              
5.372.220,00
	
	
	
	
	0
	  
	  
	  
	  
	0
	  
	  
	  
	  

	07.01.06  
	PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 
	          
42.771.320,00 
	
	
	
	
	0
	  
	  
	  
	  
	0
	  
	  
	  
	  

	7.01.06.2.01  
	Fasilitasi, Rekomendasi dan 
Koordinasi Pembinaan dan 
Pengawasan Pemerintahan Desa 
	          
42.771.320,00
	
	
	
	
	          
0
	  
	  
	  
	  
	0
	  
	  
	  
	  

	7.01.06.2.01.17 
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 
	          
42.771.320,00 
	
	
	
	
	0
	  
	  
	  
	  
	0
	  
	  
	  
	  


Sumber : Renstra Kecamatan Nusa Penida Kab. Klungkung 2025-2029, Laporan CIK Juni 2025 
 

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan OPD Kecamatan Nusa Penida
Adapun kelompok sasaran dalam penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah Kecamatan Nusa Penida sesuai Peraturan Bupati Klungkung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut : 
1. Sekolah dalam pelayanan pembinaan kesehatan (lomba UKS) serta pembinaan bidang seni dan olahraga (kegiatan Porsenijar). 
2. Tokoh masyarakat/agama, dalam menciptakan kerukunan antar masyarakat sehingga mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman dalam melaksanakan kegiatan keagamaan serta penuh dengan toleransi tinggi. 
3. Koramil, Satpol PP, Polsek, dan Kesbangpol dalam menjaga lingkungan kecamatan sebagai stakeholder yang memberikan penindakan serta bersama-sama dalam mewujudkan lingkungan yang aman untuk mengayomi masyarakat sehingga dapat tercipta lingkungan yang nyaman. 
4. Desa atau kelurahan dalam memberikan pelayanan kegiatan pemberdayaan  masyarakat seperti: 
i. Kegiatan posyandu dengan melaksanakan pemeriksaan secara rutin bersama kader yang dilaksanakan setiap bulan untuk mengetahui tingkat kesehatan bayi dan anak. 
j. Kegiatan desa siaga dengan melaksanakan penyuluhan bersama kader terkait kesehatan. 
k. Kegiatan jumantik dengan melaksanakan pembrantasan/pemantauan sarang nyamuk bersama kader. 
l. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala dan pemberian vitamin kepada masyarakat yang berusia diatas 60 tahun bersama kader lansia. 
2 	Fasilitasi pendaftaran para pelaku usaha mikro dan kecil untuk orang perorangan melalui OSS  untuk peningkatan pelayanan publik meliputi : 
a. Yang belum pernah memiliki ijin usaha sama sekali (baru) 
b. Sudah pernah memiliki ijin usaha namun masih manual (lama) 
c. Sudah memiliki NIB tapi masih versi lama 
d. Bagi masyarakat awam pelaku usaha yang belum terbiasa dengan teknologi komputer/belum terbiasa mengakses aplikasi 
 
2.1.5 Potensi Sarana dan Prasarana 
Dalam upaya meningkatkan kwantitas dan kualitas pembangunan dalam arti luas di Kecamatan Dawan, baik secara fisik maupun nonfisik sangat perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini untuk memperlancar kegiatan-kegiatan yang meliputi pemerintahan kemasyarakatan dan pembangunan. Adapun potensi sarana dan prasarana pada Kecamatan Nusa Penida adalah sebagai berikut: 
 

 	 
Tabel 2.5 
Potensi Sarana dan Prasarana di Kecamatan Nusa Penida
	No 
	Uraian 
	Saldo Akhir Per 30 Juni 2025 
	Perbedaan 

	
	
	Laporan BMD 
	
	

	
	
	Pengguna Barang (Rp) 
	Neraca SKPD (Rp) 
	

	(19) 
	(20) 
	(21) 
	(22) 
	(23)= (21)-(22) 

	A 
	ASET LANCAR 
	  
	  
	  

	
	Persediaan 
	16.691.000,00
	-  
	-  

	B 
	ASET TETAP 
	  
	  
	  

	
	1. Tanah 
	285.126.500,00 
	285.126.500,00
	-  

	
	2. Peralatan dan Mesin 
	1.595.450.829,00  
	1.595.450.829,00
	-  

	
	3. Gedung dan Bangunan  
	11.884.611.853,00  
	11.884.611.853,00  
	-  

	
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi 
	9.063.500,00  
	9.063.500,00  
	-  

	
	5. Aset Tetap Lainnya 
	3.500.000,00 
	3.500,000,00  
	-  

	
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 
	  
	  
	-  

	
	7. Akumulasi Penyusutan 
	  
	  
	  

	C 
	ASET LAINNYA 
	  
	  
	  

	
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 
	- 
	- 
	-  

	
	2. Aset Tidak Berwujud 
	- 
	- 
	-  

	
	3. Aset Lain-lain 
	
	
	

	
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak 
Berwujud 
	- 
	- 
	-  

	
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 
	 - 
	 - 
	-  


 Sumber : Berita Aacara Rekonsiliasi Kecamatan Nusa Penida  Kab. Klungkung Juni 2025 
 
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 
 
2.2.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 
Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Kecamatan Nusa Penida antara lain : 
a) Kurangnya pemantauan kinerja dan disiplin ASN. 
b) Infrastruktur dan fasilitas penunjang pelayanan yang kurang memadai. 
c) Kualitas pelayanan publik belum optimal. 
d) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. 
e) Belum optimalnya desa dalam patuh terhadap ketentuan paraturan. 
f) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan. 
 
 	 
 
Tabel 2.6 
Pemetaan Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran 
	Permasalahan 
	Isu Strategis 
	Tujuan 
	Sasaran 
	Indikator 
	Kondi si 
Awal 
2024 
	
	
	Target 
	
	
	Ket 

	
	
	
	
	
	
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	

	Kurangnya pemantauan kinerja dan disiplin ASN 
	Belum 
Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan 
Nusa Penida
	Meningkat nya Tata Kelola 
Pemerinta han 
	Mewujudkan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas 
	Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 
	21 
	21 
	70 
	70 
	71 
	72 
	73 
	  

	Infrastruktur dan fasilitas penunjang pelayanan yang kurang memadai 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  

	Kualitas pelayanan publik belum optimal 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  

	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangundangan 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  

	Belum optimalnya desa dalam patuh terhadap ketentuan paraturan 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  

	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  


Sumber : Renstra Kecamatan Nusa Penida Kab. Klungkung 2025-2029 
2.2.2 Isu Strategis 
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis SKPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD secara umum, disusun isu-isu strategis Kecamatan Nusa Penida yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Nusa Penida lima (5) tahun mendatang, khususnya isu dalam hal pelayanan publik, antara lain : 
1) Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan. 
2) Daya dukung infrastruktur (sarana dan prasarana) pelayanan publik perlu ditingkatkan 
3) Pelimpahan kewenangan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah guna meningkatkan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan. 
Visi Kabupaten Klungkung yang hendak dicapai pada tahun 2025-2029 adalah: "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" 
Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru Menuju Klungkung Mahotama (Maju, 
Harmonis, Tentram, dan Makmur)”. Dalam upaya mewujudkan visi Kab. Klungkung, Kec. Nusa Penidaakan berfokus pada program prioritas bupati yakni Bidang 3: Tata Kelola Pemerintahan. 
 

Tabel 2.7
Renaksi Aksi Visi Misi Kecamatan Nusa Penida 2025-2029
 
	Program Prioritas Bupati 
	Indikator 
	
	
	Target 
	
	
	
	
	Rencana Aksi 
	
	

	
	
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 

	Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah. 
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan 
Publik 
	100 
	100
	100
	100
	100
	100
	Survei IKM awal, melakukan 
identifikasi dan menyusun stadar pelayanan, meningkatkan kapasitas SDM dan sarana penunjang. 
	Revisi dan sosialisasi SOP layanan, Pelatihan pelayanan prima untuk petugas 
	Penyediaan 
fasilitas akses publik 
	Pembentukan 
Tim Pemantau 
Layanan Publik (TPLP) serta penyediaan Kotak saran dan kanal 
pengaduan online 
	SOP respon pengaduan 
	Mmeberikan reward bagi petugas pelayanan terbaik 

	Mewujudkan kehidupan yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali. 
	Indeks reformasi birokrasi 
	21 
	70 
	70 
	71 
	72 
	73 
	Identifikasi 
kelemahan dan 
penilaian mandiri komponen Reformasi 
Birokrasi 
	Penguatan 
struktur 
birokasi 
(pembentukan tim RB) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
	Meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan 
	Digitalisasi layanan & pelaporan kinerja, pelayanan publik cepat, murah, pasti serta inovasi berdasarkan penilaian 
internal dan kepuasan masyarakat. 
	Sosialisasi dan 
internalisasi 
BerAKHLAK 
serta penguatan sistem reward ASN berprestasi 
	Menjadikan reformasi 
birokrasi sebagai budaya organisasi 

	
	Persentase gangguan trantib 
linmas serta monitoring penduduk non permanen 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	Pemetaan daerah rawan 
gangguan trantibum, pendataan awal penduduk non permanen melalui desa 
	Sosialisasi peran desa dalam pengawasan warga baru 
	Penegakan 
aturan domisili, penguatan peran 
Satlinmas, serta sosialiasi dan edukasi hukum kepada masyarakat 
	Pemetaan 
interaktif 
keberadaan penduduk non permanen serta penerapan sistem 
pengaduan online 
	Mengevaluasi sistem 
pengaduan online 
	Pembentukan forum Desa 
Tertib serta Apresiasi desa/kelurahan dengan pengawasan terbaik. 


Sumber : Renstra Kecamatan Nusa Penida Kab. Klungkung 2025-2029 
 
BAB III 
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
 
III.1. Tujuan 
Tujuan ini merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih. Sebagai penjabaran misi Membangun Pertumbuhan Perekonomian yang Merata dan Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang akuntabel, pofesional dan inovatif. 
Berdasarkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Klungkung serta melihat peran Kecamatan Nusa Penida dalam hal menyelengarakan tugas umum pemerintahan dalam koordinasi pembinaan dan pelayanan kemasyarakatan serta menyelenggarakan pelaksanaan pelimpahan wewenang oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, maka disusun tujuan strategis Perangkat Daerah Kecamatan Nusa Penida tahun yaitu ”Meningkatnya tata kelola pemerintahan” 
 
III.2. Sasaran  

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut haruslah specifik, measurable, achievable, relevant dan time bond. Adapun sasaran yang ingin dicapai sebagai penjabaran dari tujuan OPD Kecamatan Nusa Penida adalah : Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas. 
 
Tabel III.1 
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Nusa Penida
	NSPK DAN 
SASARAN 
RPJMD 
YANG 
RELEVAN 
	TUJUAN 
	SASARAN 
	INDIKATOR 
	BASELINE 2024 
	
	TARGET TAHUN 
	
	KETERANGAN 

	
	
	
	
	
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	

	(01) 
	(02) 
	(03) 
	(04) 
	(05) 
	(06) 
	(07) 
	(08) 
	(09) 
	(10) 
	(11) 
	(12) 

	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Nusa Penida
	
	
	
	
	

	Meningkatnya tata 
kelola pemerintahan 
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan 
	  
	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) 
	88.09 
	89.7 
	91.4 
	93 
	94.5 
	95.8 
	96.6 
	  

	
	
	Mewujudkan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas 
	Indeks Kepuasan 
Masyarakat  
(Indeks) 
	88.35 
	88.36 
	90 
	90 
	90 
	90 
	90 
	  


Sumber: Renstra Kecamatan Nusa Penida2025-2029 (SIPD-RI)
 
III.3. Strategi Kecamatan Nusa Penida
Strategi dan arah kebijakan dalam renstra merupakan strategi dan kebijakan yang menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD dan target kinerja hasil (outcomes) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi dirumuskan dalam bentuk pernyataanpernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi yang dirancang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. 
Tabel 3.3 
Strategi Kecamatan Nusa PenidaTahun 2025-2029 
	Tahap I (2025) 
	Tahap II (2026) 
	Tahap III (2027) 
	Tahap IV (2028) 
	Tahap V (2029) 

	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien serta penguatan pengawasan internal dan manajemen kinerja. 
	Evaluasi & pembaruan SOP kecamatan, iImplementasi aplikasi ekinerja aparatur serta penguatan peran pengawasan internal 
	Penerapan sistem monitoring kinerja berbasis digital serta audit internal rutin berbasis risiko 
	Integrasi data kinerja 
antar bidang di kecamatan dan optimalisasi transparansi laporan publik 
	Sistem tata kelola kecamatan berbasis smart governance serta nilai akuntabilitas minimal kategori "baik" 

	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis standar pelayanan minimum (SPM) dan Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan. 
	Review SOP pelayanan kecamatan serta 
pengembangan layanan online di bidang perizinan & administrasi kependudukan. 
	Perluasan layanan digital ke semua bidang pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat berbasis 
aplikasi 
	Integrasi layanan kecamatan dengan aplikasi kabupaten serta pengaduan masyarakat berbasis sistem online 
	Seluruh layanan publik kecamatan sesuai standar SPM dan one stop service kecamatan terintegrasi 

	Peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pembangunan desa serta Penguatan kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat. 
	Bimtek perencanaan & pengelolaan keuangan 
desa serta 
Pendampingan kelembagaan BPD & 
LKD 
	Fasilitasi perencanaan pembangunan desa 
berbasis potensi lokal 
dan program pemberdayaan masyarakat desa 
	Pendampingan desa menuju status mandiri dan replikasi praktik baik desa mandiri 
	Seluruh desa memiliki RPJMDes & APBDes akuntabel 

	Meningkatkan efektivitas penegakan hukum daerah serta penguatan koordinasi antar aparat penegak Perda 
	Intensifikasi sosialisasi Perda/Perbup dan peningkatan kapasitas Satpol PP di Kecamatan 
	Pengembangan sistem pengaduan pelanggaran Perda berbasis online 
	Penanganan terpadu pelanggaran Perda dengan unsur Forkopimcam 
	Penegakan hukum daerah berbasis elektronik 

	Penguatan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antar unsur Forkopimcam dan penyelarasan program lintas sektor di tingkat kecamatan 
	Rapat koordinasi Forkopimcam tematik dan sinkronisasi 
program keamanan & ketertiban 
	Pembentukan forum 
koordinasi lintas sektor 
kecamatan 
	Implementasi program lintas sektor berbasis wilayah 
	kolaborasi Forkopimcam sebagai best practice daerah 

	Meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola administrasi dan pemanfaatan sistem administrasi desa berbasis digital. 
	Bimtek aparatur desa administrasi digital serta pilot project aplikasi administrasi desa 
	Penerapan aplikasi 
administrasi digital di 
desa 
	Evaluasi & pengembangan fitur 
aplikasi 
	Persentase desa menggunakan aplikasi administrasi digital serta indeks desa tertib administrasi 
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III.4. Arah Kebijakan Kecamatan Nusa Penida
Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Untuk mendukung pelaksanaan strategi sebagaimana dijelaskan dalam tabel 3.4 di atas, maka dirumuskan arah kebijakan selama lima tahun pelaksanaan Renstra ini sebagai berikut : 
 
Tabel 3.4 
Arah Kebijakan Kecamatan Nusa Penida Tahun 2025-2029 
 
	No 
	Operasioanalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) 
	Arah Kebijakan RPJMD 
	Arah Kebijakan Renstra PD 
	Ket 

	(1) 
	(2) 
	(3) 
	(4) 
	(5) 

	1 
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daera, pasal 58-60 mengatur tentang Tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, partisipatif, dan transparan. 
	Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah. 
	Meningkatkan profesionalisme staff OPD melaui bintek, diklat dan sosialisasi 
	  

	
	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur tentang Standar pelayanan publik yang harus: cepat, tepat, murah, dan mudah diakses. 
	
	
	

	2 
	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang Mendorong penggunaan sistem berbasis elektronik, tertib administrasi, dan keterbukaan. 
	
	Meningkatkan kolaborasi seluruh staff OPD pada proses perencanaan 
	  

	
	
	
	
	

	
	Permendagri No. 59 Tahun 2021 → Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik 
(SPBE) di lingkungan Kemendagri dan Pemda. 
	
	anggaran 
	

	3 
	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1): Jaminan atas perlakuan yang sama di hadapan hukum .Pasal 28E, 28I, 28J: Hak atas kebebasan berpendapat, perlindungan HAM, dan penghormatan nilai budaya. 
	Mewujudkan kehidupan yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya. 
	Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui survei dan forum masyarakat 
	  

	
	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). 
	
	
	

	4 
	Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai budaya Bali dalam pembangunan daerah, termasuk dalam sistem hukum dan demokrasi lokal. 
	
	Mencegah konflik horizontal antar Masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan penyediaan infomasi yang memadai 
	  

	
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Desa Mandiri, baik dari sisi kewenangan, pendanaan, hingga pembangunan partisipatif. 
	
	
	

	
	Permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang 
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 
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BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA 
 
Berikut ini merupakan program, kegiatan, sub kegiatan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif program kegiatan OPD Kecamatan Nusa Penida Tahun 2026-2030 adalah sebagaimana dalam tabel 4.1 di bawah ini. 
.

TABEL 4.1 
INDIKASI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SERTA KERANGKA PENDANAAN OPD KECAMATAN Nusa PenidaTAHUN 2026-2030

 
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN OUTPUT 
	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT 
	BASELINE 
TAHUN 
2024 
	
	
	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 
	
	
	
	PERANGKAT DAERAH 
	KETERANGAN 

	
	
	
	
	2026 
	
	2027 
	2028 
	
	2029 
	
	2030 
	
	

	
	
	
	TARGET 
	PAGU 
	TARGET 
	PAGU 
	TARGET 
	PAGU 
	TARGET 
	PAGU 
	TARGET 
	PAGU 
	
	

	(01) 
	(02) 
	(03) 
	(04) 
	(05) 
	(06) 
	(07) 
	(08) 
	(09) 
	(10) 
	(11) 
	(12) 
	(13) 
	(14) 
	(15) 

	7.01 -  KECAMATAN 
	  
	  
	  
	5.366.527.124,00 
	  
	9.059.229.778,00
	  
	9.844.701.645,00 
	  
	9.059.229.778,00 
	  
	9.844.701.645,00 
	  
	  

	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 
	  
	  
	  
	5.270.506.124,00 
	  
	7.716.621.268,00 
	  
	8.502.093.135,00 
	  
	7.716.621.268,00
	  
	8.502.093.135,00
	  
	  

	Meningkatnya Kualitas Layanan 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Klungkung 
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 
	21 
	70 
	5.270.506.124,0
	70 
	7.716.621.268,000 
	70
	8.502.093.135,00
	70 
	7.716.621.268,00
	70
	8.502.093.135,00
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.01.2.01 - Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 
	  
	  
	  
	8.502.093.135,00
	  
	26.801.050,00
	  
	26.801.050,00
	  
	26.801.050,00
	  
	26.801.050,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	Nilai SAKIP Perangkat daerah 
  
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
	9 
	9 
	13.172.900,00
	9 
	26.801.050,00
	9 
	26.801.050,00
	9 
	26.801.050,00
	9 
	26.801.050,00
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
	30 
	30 
	0
	30
	0
	30 
	0
	30 
	0
	30 
	0
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah 
	  
	  
	  
	7.543.400,00
	  
	14.589.850,00
	  
	14.589.850,00
	  
	14.589.850,00
	  
	14.589.850,00
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
	9 
	9 
	7.543.400,00
	9  
	14.589.850,00
	9
	14.589.850,00
	9
	14.589.850,00
	9
	14.589.850,00
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 
	  
	  
	  
	5.629.500,00
	  
	12.211.200,00
	  
	12.211.200,00
	  
	12.211.200,00
	  
	12.211.200,00
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
	30 
	30 
	5.629.500,00
	  30
	12.211.200,00
	30
	12.211.200,00
	30
	12.211.200,00
	30
	12.211.200,00
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
	  
	  
	  
	4.925.587.215,0
	  
	2.632.541.707,00
	  
	2.632.541.707,00
	  
	2.632.541.707,00
	  
	2.632.541.707,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	Persentase laporan keuangan dan aset tersusun tepat waktu 
	Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 
	13 
	13 
	4.925.587.215,0
	  13
	2.632.541.707,00
	  13
	2.632.541.707,00
	13
	2.632.541.707,00
	13
	2.632.541.707,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  



	  
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 
	17 
	26 
	4.925.587.215,0
	  
	2.632.541.707,00
	  
	2.632.541.707,00
	
	2.632.541.707,00
	13
	2.632.541.707,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
	  
	  
	  
	4.925.587.215,0
	
	2.632.541.707,00
	
	2.632.541.707,00
	
	2.632.541.707,00
	
	2.632.541.707,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 
	17 
	26 
	4.925.587.215,0
	
	2.632.541.707,00
	
	2.632.541.707,00
	
	2.632.541.707,00
	
	2.632.541.707,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 
SKPD 
	  
	  
	  
	6.346.400,00
	  
	13.320.500,00
	  
	13.320.500,00
	  
	13.320.500,00
	  
	13.320.500,00
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	Tersedianya Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD dan Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 
	Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 
	13 
	13 
	6.346.400,00
	  
	13.320.500,00
	  
	13.320.500,00
	  
	13.320.500,00
	  
	13.320.500,00
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 
	  
	  
	  
	4.120.000,00
	  
	276.866.656,00
	  
	276.866.656,00
	  
	276.866.656,00
	  
	276.866.656,00
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	IP ASN Perangkat Daerah 
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 
	12 
	12 
	4.120.000,00
	  
	276.866.656,00
	  
	276.866.656,00
	  
	276.866.656,00
	  
	276.866.656,00
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 
	  
	  
	  
	4.120.000,00
	  
	276.866.656,00
	  
	276.866.656,00
	  
	276.866.656,00
	  
	276.866.656,00
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	Terlaksananya Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 
	12 
	12 
	4.120.000,00
	  
	276.866.656,00
	  
	276.866.656,00
	  
	276.866.656,00
	  
	276.866.656,00
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
	  
	  
	  
	35.104.500,00
	  
	4.411.173.855,00
	  
	5.222.971.100,00
	  
	4.411.173.855,00
	  
	5.222.971.100,00
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	Nilai Audit Kearsipan Internal 
Perangkat Daerah 
  
	Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 
	12 
	12 
	35.104.500,00
	  
	4.411.173.855,00
	  
	5.222.971.100,00
	  
	4.411.173.855,00
	  
	5.222.971.100,00
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	
	Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 
	3 
	3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan 
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
	  
	  
	  
	35.104.500,00
	  
	4.411.173.855,00
	  
	5.222.971.100,00
	  
	4.411.173.855,00
	  
	5.222.971.100,00
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
	Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 
	3 
	3 
	35.104.500,00
	  
	4.411.173.855,00
	  
	5.222.971.100,00
	  
	4.411.173.855,00
	  
	5.222.971.100,00
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada SKPD 
	  
	  
	  
	35.104.500,00
	  
	4.411.173.855,00
	  
	5.222.971.100,00
	  
	4.411.173.855,00
	  
	5.222.971.100,00
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 
	Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 
	12 
	12 
	35.104.500,00
	  
	4.411.173.855,00
	  
	5.222.971.100,00
	  
	4.411.173.855,00
	  
	5.222.971.100,00
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.02 - PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 
PUBLIK 
	  
	  
	  
	21.549.000,0
	  
	1.058.308.910,00
	  
	1.058.308.910,00
	1.058.308.910,00
	1.058.308.910,00
	1.058.308.910,00
	1.058.308.910,00
	  
	  



	Meningkatnya Kualitas 
Penyelenggaraan Pemerintan dan 
Pelayanan Publik 
	Indeks Kepuasan Masyarakat  
	88.35 
	90 
	21.549.000,0
	  
	1.058.308.910,00
	  
	1.058.308.910,00
	1.058.308.910,00
	1.058.308.910,00
	21.549.000,0
	  
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.02.2.01 - Koordinasi 
Penyelenggaraan Kegiatan 
 
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 
	  
	  
	  
	14.333.200,00
	  
	1.031.235.410,00
	  
	1.031.235.410,00
	1.031.235.410,00  
	1.031.235.410,00
	  1.031.235.410,00
	102.874.050,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	Cakupan koordinasi penyelenggaraan 
kegiatan pemerintahan di tingkat 
Kecamatan 
  
	Jumlah Dokumen Peningkatan 
Efektifitas Kegiatan 
Pemerintahan di Tingkat 
Kecamatan 
	12 
	12 
	14.333.200,00
	  
	1.031.235.410,00
	  
	1.031.235.410,00
	1.031.235.410,00  
	1.031.235.410,00
	  1.031.235.410,00
	2.027.800,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	
	Jumlah Laporan 
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan 
Perangkat Daerah dan Instansi 
Vertikal Terkait 
	12 
	12 
	14.333.200,00
	  
	1.031.235.410,00
	  
	1.031.235.410,00
	1.031.235.410,00  
	1.031.235.410,00
	  1.031.235.410,00
	100.846.250,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi 
Perencanaan dan Pelaksanaan 
Kegiatan Pemerintahan dengan 
Perangkat Daerah dan Instansi 
Vertikal Terkait 
	  
	  
	  
	10.760.000,00
	  
	986.963.110,00
	  
	986.963.110,00
	986.963.110,00
	986.963.110,00
	986.963.110,00
	100.846.250,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi 
Perencanaan dan Pelaksanaan 
Kegiatan Pemerintahan dengan 
Perangkat Daerah dan Instansi 
Vertikal Terkait 
	Jumlah Laporan 
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan 
Perangkat Daerah dan Instansi 
Vertikal Terkait 
	12 
	12 
	10.760.000,00
	  
	986.963.110,00
	  
	986.963.110,00
	986.963.110,00
	986.963.110,00
	986.963.110,00
	100.846.250,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan 
Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di 
Tingkat Kecamatan 
	  
	  
	  
	3.573.200,00
	  
	44.272.300,00
	  
	44.272.300,00
	44.272.300,00
	44.272.300,00
	44.272.300,00
	2.027.800,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 
	Jumlah Dokumen Peningkatan 
Efektifitas Kegiatan 
Pemerintahan di Tingkat 
Kecamatan 
	12 
	12 
	3.573.200,00
	  
	44.272.300,00
	  
	44.272.300,00
	44.272.300,00
	44.272.300,00
	44.272.300,00
	2.027.800,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.02.2.03 - Koordinasi 
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana 
Pelayanan Umum 
	  
	  
	  
	7.215.800,00
	  
	19.873.500,00
	  
	19.873.500,00
	19.873.500,00
	19.873.500,00
	19.873.500,00
	26.297.400,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	Persentase Perencanaan dan 
Pelaksanaan Kegiatan Perangkat 
Daerah/Instansi Vertikal Bidang 
Ekonomi dan Pembangunan Yang 
Terfasilitasi terlaksana dengan baik 
	Jumlah Dokumen 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana 
dan Prasarana Pelayanan 
Umum 
	12 
	12 
	7.215.800,00
	  
	19.873.500,00
	  
	19.873.500,00
	19.873.500,00
	19.873.500,00
	19.873.500,00
	26.297.400,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam 
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 
Pelayanan Umum 
	  
	  
	  
	7.215.800,00
	  
	19.873.500,00
	  
	19.873.500,00
	19.873.500,00
	19.873.500,00
	19.873.500,00
	26.297.400,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  



	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam 
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 
Pelayanan Umum 
	Jumlah Dokumen 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana 
dan Prasarana Pelayanan 
Umum 
	12 
	12 
	7.215.800,00
	  
	19.873.500,00
	  
	19.873.500,00
	19.873.500,00
	19.873.500,00
	19.873.500,00
	7.215.800,00
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 
	  
	  
	  
	7.200.000,00
	  
	7.200.000,00
	7.200.000,00
	7.200.000,00
	7.200.000,00
	7.200.000,00
	7.200.000,00
	7.200.000,00
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	Persentase terpenuhinya Pelayanan Perijinan 
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 
	12 
	12 
	7.200.000,00
	  
	7.200.000,00
	7.200.000,00
	7.200.000,00
	7.200.000,00
	7.200.000,00
	12 
	3.367.400,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non 
Usaha 
	  
	  
	  
	7.200.000,00
	  
	7.200.000,00
	7.200.000,00
	7.200.000,00
	7.200.000,00
	7.200.000,00
	  
	3.367.400,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 
	12 
	12 
	7.200.000,00
	  
	7.200.000,00
	7.200.000,00
	7.200.000,00
	7.200.000,00
	7.200.000,00
	12 
	3.367.400,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.03 - PROGRAM 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
DESA DAN KELURAHAN 
	  
	  
	  
	12.433.400,00
	  
	31.522.900,00
	31.522.900,00
	31.522.900,00
	31.522.900,00
	31.522.900,00
	  
	6.084.200,00 
	  
	  

	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 
	Jumlah Desa dengan Klasifikasi Desa Mandiri 
	10 
	12 
	12.433.400,00
	  
	31.522.900,00
	31.522.900,00
	31.522.900,00
	31.522.900,00
	31.522.900,00
	12 
	6.084.200,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan 
Pemberdayaan Desa 
	  
	  
	  
	12.433.400,00
	  
	31.522.900,00
	31.522.900,00
	31.522.900,00
	31.522.900,00
	31.522.900,00
	  
	6.084.200,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	Persentase layanan kegiatan pemberdayaan yang terlaksana 
	Jumlah Laporan Peningkatan 
Efektivitas Kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan  
	12 
	12 
	12.433.400,00
	  
	31.522.900,00
	31.522.900,00
	31.522.900,00
	31.522.900,00
	31.522.900,00
	12 
	6.084.200,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan 
Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat di Wilayah Kecamatan 
	  
	  
	  
	12.433.400,00
	  
	31.522.900,00
	31.522.900,00
	31.522.900,00
	31.522.900,00
	31.522.900,00
	  
	6.084.200,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan 
	Jumlah Laporan Peningkatan 
Efektivitas Kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan  
	12 
	12 
	12.433.400,00
	  
	31.522.900,00
	31.522.900,00
	31.522.900,00
	31.522.900,00
	31.522.900,00
	12 
	6.084.200,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 
UMUM 
	  
	  
	  
	21.483.600,00
	  
	94.797.600,00
	94.797.600,00
	94.797.600,00
	94.797.600,00
	94.797.600,00
	  
	33.443.700,00 
	  
	  

	Meningkatnya kulitas Koordinasi 
Ketentraman dan Ketertiban Umum 
	Persentase Pelanggaran 
Perda/Perbup yang ditangani 
	100 
	100 
	21.483.600,00
	  
	94.797.600,00
	94.797.600,00
	94.797.600,00
	94.797.600,00
	94.797.600,00
	100 
	33.443.700,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 
	  
	  
	  
	16.973.400,00
	  
	82.224.100,00
	82.224.100,00
	82.224.100,00
	82.224.100,00
	82.224.100,00
	  
	30.000.000,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  



	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya ketentraman dan ketertiban umum 
	Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Harmonisasi Hubungan dengan 
Tokoh Agama dan Tokoh 
Masyarakat 
	12 
	12 
	16.973.400,00
	  
	82.224.100,00
	82.224.100,00
	82.224.100,00
	82.224.100,00
	82.224.100,00
	16.973.400,00
	  
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi 
Hubungan dengan Tokoh Agama dan 
Tokoh Masyarakat 
	  
	  
	  
	16.973.400,00
	  
	82.224.100,00
	82.224.100,00
	82.224.100,00
	82.224.100,00
	82.224.100,00
	  
	30.000.000,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	Terlaksananya Harmonisasi 
Hubungan dengan Tokoh Agama dan 
Tokoh Masyarakat 
	Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Harmonisasi Hubungan dengan 
Tokoh Agama dan Tokoh 
Masyarakat 
	12 
	12 
	16.973.400,00
	  
	82.224.100,00
	82.224.100,00
	82.224.100,00
	82.224.100,00
	82.224.100,00
	12 
	30.000.000,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 
	  
	  
	  
	4.510.200,00
	  
	12.573.500,00
	12.573.500,00
	12.573.500,00
	12.573.500,00
	12.573.500,00
	  
	3.443.700,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	Jumlah pelanggaran perda/perbup 
	Jumlah Laporan 
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 
	12 
	12 
	4.510.200,00
	  
	12.573.500,00
	12.573.500,00
	12.573.500,00
	12.573.500,00
	12.573.500,00
	12 
	3.443.700,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia 
	  
	  
	  
	4.510.200,00
	  
	12.573.500,00
	12.573.500,00
	12.573.500,00
	12.573.500,00
	12.573.500,00
	  
	3.443.700,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia 
	Jumlah Laporan 
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 
	12 
	12 
	48.420.000,00
	12 
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	12 
	3.443.700,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.05 - PROGRAM 
PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM 
	  
	  
	  
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	13.252.400,00 
	  
	13.252.400,00 
	  
	  

	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum 
	persentase terlaksananya tugas forkorpimcam (persen) 
	100 
	100 
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	13.252.400,00 
	100 
	13.252.400,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 
	  
	  
	  
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	13.252.400,00 
	  
	13.252.400,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	Persentase kerawanan sosial di kecamatan yang ditangani 
	Jumlah Dokumen Tugas Forum 
Koordinasi Pimpinan di 
Kecamatan 
	4 
	4 
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	13.252.400,00 
	4 
	13.252.400,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan 
Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di 
Kecamatan 
	  
	  
	  
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	13.252.400,00 
	  
	13.252.400,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	Terlaksananya Tugas Forum 
Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 
	Jumlah Dokumen Tugas Forum 
Koordinasi Pimpinan di 
Kecamatan 
	4 
	4 
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	48.420.000,00
	13.252.400,00 
	4 
	13.252.400,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN 
DAN PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN DESA 
	  
	  
	  
	40.555.000,00
	109.559.100,00  
	109.559.100,00
	109.559.100,00
	109.559.100,00
	109.559.100,00
	21.613.600,00 
	  
	21.613.600,00 
	  
	  

	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 
	Persentase Desa Tertib Administrasi 
	100 
	100 
	40.555.000,00
	109.559.100,00  
	109.559.100,00
	109.559.100,00
	109.559.100,00
	109.559.100,00
	21.613.600,00 
	100 
	21.613.600,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 
 
Pembinaan dan Pengawasan 
Pemerintahan Desa 
	  
	  
	  
	40.555.000,00
	109.559.100,00  
	109.559.100,00
	109.559.100,00
	109.559.100,00
	109.559.100,00
	21.613.600,00 
	  
	21.613.600,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	Persentase layanan pendampingan desa yang terlaksana 
	Jumlah Laporan Hasil 
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 
	12 
	12 
	40.555.000,00
	109.559.100,00  
	109.559.100,00
	109.559.100,00
	109.559.100,00
	109.559.100,00
	21.613.600,00 
	12 
	21.613.600,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 
	  
	  
	  
	15.261.400,00
	87.937.400,00  
	87.937.400,00  
	87.937.400,00  
	87.937.400,00  
	87.937.400,00  
	21.613.600,00 
	  
	21.613.600,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	Terlaksananya Koordinasi 
Pendampingan Desa di Wilayahnya 
	Jumlah Laporan Hasil 
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 
	12 
	12 
	
	
	
	
	
	
	21.613.600,00 
	12 
	21.613.600,00 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  


Sumber: Renstra Kecamatan Nusa Penida2025-2029 (SIPD-RI)



	15.261.400,00
	87.937.400,00  
	87.937.400,00  
	87.937.400,00  
	87.937.400,00  
	87.937.400,00  



Berikut ini merupakan tabel 4.2 yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD Kecamatan Nusa Penida tahun 2025–2030, dan tabel 4.3 yaitu Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2030. 
 
Tabel 4.2 
Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Kecamatan Nusa PenidaKabupaten Klungkung 
 
	NO 
	INDIKATOR 
	SATUAN 
	BASELINE TAHUN 2024 
	
	
	TARGET TAHUN 
	
	
	KETERANGAN 

	
	
	
	
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	

	(01) 
	(02) 
	(03) 
	(04) 
	(05) 
	(06) 
	(07) 
	(08) 
	(09) 
	(10) 
	(11) 

	1. 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 - 
Kecamatan Nusa Penida
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	2. 
	Indeks Kepuasan Masyarakat  
	Indeks 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	  


Sumber: Renstra Kecamatan Nusa Penida2025-2029 (SIPD-RI) 
 
 
 
Tabel 4.3 
Indikator Kinerja Daerah 
 
	NO 
	INDIKATOR 
	SATUAN 
	BASELINE 2024 
	
	
	TARGET TAHUN 
	
	
	KETERANGAN 

	
	
	
	
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	

	(01) 
	(02) 
	(03) 
	(04) 
	(05) 
	(06) 
	(07) 
	(08) 
	(09) 
	(10) 
	(11) 

	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Nusa Penida
	
	
	
	
	
	
	

	I 
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Jumlah Desa dengan Klasifikasi Desa Mandiri 
	Desa 
	10 
	11 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	  

	II 
	ASPEK PELAYANAN UMUM 
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Persentase Pelanggaran 
Perda/Perbup yang ditangani 
	% 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	  

	2 
	persentase terlaksananya tugas forkorpimcam (persen) 
	% 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	  

	3 
	persentase desa yang tertib administrasi (persen) 
	% 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	  

	4 
	Persentase Layanan sesuai standar 
	% 
	88.35 
	88.36 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	  


Sumber: Renstra Kecamatan Nusa Penida2025-2029 (SIPD-RI) 
 
 	 











 
Tabel 4.3 
Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Nusa Penida
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / 
KEGIATAN / 
SUBKEGIATAN 
	Indikator Kinerja Tujuan, 
Sasaran, Program 
(outcome)  dan Kegiatan (Output)  
	BASELINE 
TAHUN 
2024 
	TARGET TAHUN 
	PERANGKAT DAERAH 
	KETERANGAN 

	
	
	
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 
	
	

	(01) 
	(02) 
	(03) 
	(04) 
	(5) 
	(6) 
	(7) 
	(8) 
	(9) 
	(10) 

	7.01 -  
KECAMATAN 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	7.01.01 - PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 
	21 
	70 
	70 
	71 
	72 
	73 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.01.2.01 - Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 
	Nilai SAKIP Perangkat daerah 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
	30 
	30 
	30 
	30 
	30 
	30 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.01.2.02 - 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
	Persentase laporan keuangan dan aset tersusun tepat waktu 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 
	17 
	26 
	26 
	26 
	26 
	26 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran 
SKPD 
	Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 
	13 
	13 
	13 
	13 
	13 
	13 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.01.2.05 - 
Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 
	IP ASN Perangkat Daerah 
	95 
	95 
	95 
	95 
	95 
	95 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.01.2.06 - 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 
	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah 
	75 
	75 
	80 
	80 
	85 
	85 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
	Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	3 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 
	Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.02 - PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 
	Indeks Kepuasan Masyarakat  
	88,35 
	88,36 
	90 
	90 
	90 
	90 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan 
Kegiatan Pemerintahan di 
Tingkat Kecamatan 
	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan di tingkat Kecamatan 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi 
Perencanaan dan 
Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan dengan 
Perangkat Daerah dan 
Instansi Vertikal Terkait 
	Jumlah Laporan 
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan 
Perangkat Daerah dan Instansi 
Vertikal Terkait 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas 
Kegiatan Pemerintahan di 
Tingkat Kecamatan 
	Jumlah Dokumen Peningkatan 
Efektifitas Kegiatan 
Pemerintahan di Tingkat 
Kecamatan 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana 
dan Sarana Pelayanan 
Umum 
	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 
Perangkat Daerah/Instansi 
Vertikal Bidang Ekonomi dan Pembangunan Yang Terfasilitasi terlaksana dengan baik 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 
Pelayanan Umum 
	Jumlah Dokumen 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana 
dan Prasarana Pelayanan 
Umum 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.02.2.04 - 
Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang 
Dilimpahkan kepada 
Camat 
	Persentase terpenuhinya Pelayanan Perijinan 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang 
Terkait dengan 
Pelayanan Perizinan Non 
Usaha 
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA 
DAN KELURAHAN 
	Jumlah Desa dengan 
Klasifikasi Desa Mandiri 
	10 
	11 
	12 
	12 
	12 
	12 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.03.2.01 - Koordinasi 
Kegiatan Pemberdayaan 
Desa 
	Persentase layanan kegiatan pemberdayaan yang terlaksana 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas 
Kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat di Wilayah 
Kecamatan 
	Jumlah Laporan Peningkatan 
Efektivitas Kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan  
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.04 - PROGRAM 
KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 
	Persentase Pelanggaran 
Perda/Perbup yang ditangani 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.04.2.01 - Koordinasi 
Upaya Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 
	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya 
ketentraman dan ketertiban umum 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 
	Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Harmonisasi Hubungan dengan 
Tokoh Agama dan Tokoh 
Masyarakat 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.04.2.02 - Koordinasi 
Penerapan dan 
Penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah 
	Jumlah pelanggaran perda/perbup 
	175 
	150 
	150 
	100 
	100 
	100 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan 
Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia 
	Jumlah Laporan 
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.05 - PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM 
	persentase terlaksananya tugas forkorpimcam (persen) 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.05.2.01 - 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum 
Sesuai Penugasan 
Kepala Daerah 
	Persentase kerawanan sosial di kecamatan yang ditangani 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas 
Forum Koordinasi 
Pimpinan di Kecamatan 
	Jumlah Dokumen Tugas Forum 
Koordinasi Pimpinan di 
Kecamatan 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	4 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.06 - PROGRAM 
PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN DESA 
	Persentase Desa Tertib Administrasi 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, 
Rekomendasi dan 
Koordinasi 
 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pemerintahan Desa 
	Persentase layanan pendampingan desa yang terlaksana 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  

	7.01.06.2.01.0017 - 
Koordinasi 
Pendampingan Desa di 
Wilayahnya 
	Jumlah Laporan Hasil 
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	7.01.0.00.0.00.04.0000 
- Kecamatan Nusa Penida
	  


Sumber: Renstra Kecamatan Nusa Penida2025-2029 (SIPD-RI) 
 
 






 	 
BAB V  PENUTUP 
 
Renstra Kecamatan Nusa Penida Tahun 2025-2029 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Nusa Penida dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksananya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029. Untuk itu terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidahkaidah pelaksanaanya sebagai berikut : 
1. Dalam Restra Kecamatan Nusa Penida 2025-2029 telah ditetapkan rumusan tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Nusa Penida dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029. 
2. Renstra Kecamatan Nusa Penida Tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Nusa Penida dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi (Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Seksi Sosial Budaya) serta Kasubag (Subag Penyusunan Program dan Keuangan serta Subag Umum & Kepegawaian) yang ada di lingkungan Kecamatan Nusa Penida. 
3. Renstra Kecamatan Nusa Penida Tahun 2025-2029 dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Nusa Penida (Renja Kecamatan Nusa Penida) untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung. 
4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Klungkung, keberadaan Renja Kecamatan Nusa Penida harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Nusa Penida (RKA Kecamatan Nusa Penida). 
5. Apabila ada kebijaksanaan penganggaran untuk Kecamatan Nusa Penida dan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perbaikan. 
6. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra SKPD Kecamatan Nusa Penida Tahun 2025-2029 yang tercermin dari Renja SKPD Kecamatan Nusa Penida, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku. 
 
[image: C:\Users\KANTOR CAMAT\Downloads\WhatsApp Image 2025-11-24 at 11.35.53.jpeg] 
BUPATI KLUNGKUNG, 
 
I MADE SATRIA 
image1.jpeg
Ranc. Awal Musrenbang Ranc Akhir

RPJMD RPJMD RPJMD

RPJMD

SEKDH Penyempurnaan
RancRenstra ¢ RancAkhir
Penyesuaian Verifi Rﬂstra
RancRenstra kasi

Ranc Renstra Ranc Akhir Penetapan
SKPD Renstra 'R.eﬁsta‘SKPﬂ‘ ;

RENSTRA SKPD

Persiapan
Renstra SKPD

Renstra SKPD




image2.jpeg




